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Ananda Eka Putri (B11109170) Tinjauan Sosiologi hukum Terhadap 
Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Di Sulawesi Selatan Di 
Bidang Pertanahan, dibimbing oleh Musakkir sebagai pembimbing I dan 
Hasbir Paserangi sebagai pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat 
kesadaran dan ketaatan masyarakat di bidang pendaftaran tanah di 
Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep. 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Makassar dan 
Kabupaten Pangkep. Metode pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dan penelitian 
lapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Penelitian ini bersifat deskriptif, datanya kemudian akan dianalisis secara 
kualitatif. 
  
Dari hasil penelitian, diketahui bahwa tingkat kesadaran dan 
ketaatan masyarakat di Kota Makassar cukup tinggi, hal ini karena 
masyarakat Kota Makassar sudah banyak mengetahui bahwa dengan 
memperoleh sertifikat Hak Atas Tanah, dapat menjadi jaminan di bank 
untuk mendapatkan kredit sebagai permodalan untuk meningkatkan taraf 
ekonomi. Meskipun begitu, masih ada sebagian kecil masyarakat yang 
belum mendaftarkan tanahnya, salah satu faktornya ialah mahalnya biaya-
biaya proses pendaftaran tanah. Proses sertifikasi yang berbelit-belit, 
serta banyaknya calo yang tidak bertanggung jawab juga menjadi faktor 
penghambat lajunya tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk 
mendaftarkan tanahnya. Sedangkan masyarakat di Kabupaten Pangkep 
masih banyak sekali yang belum mendaftarkan tanahnya, pada umumnya 
warga masih tidak begitu memahami pentinganya pendaftaran tanah, 
warga masyarakat masih berfikir bahwa dengan menggarap dan 
mengelola sebidang tanah selama berpuluh-puluh tahun dan terus-
menerus tanah tersebut akan menjadi milik mereka dan masyarakat pun 
menganggap denganbegitu mereka akan merasa aman, padahal menurut 
hukum yang berlaku tidak begitu. Upaya yang dilakukan oleh Kantor 
Pertanahan di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep ialah dengan terus 
meningkatkan sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya untuk 
mendaftarkan tanah. Selain itu memperbaiki mutu pelayanan menjadi 
lebih baik juga menjadi upaya Kantor Pertanahan di kedua wilayah 
tersebut, baik dalam melayani masyarakat, di bidang teknologi, maupun 
melakukan upaya turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan 
keluhan-keluhan yang dialami masyarakat. 
 









Ananda Eka Putri (B11109170) Review of Consciousness and 
Sociology of Law Against Law Observance Society in South Sulawesi 
in the Field of Land, guided by a mentor I Musakkir and Hasbir 
Paserangi as mentors II. 
 
This study aims to determine the extent to which the level of public 
awareness and compliance in the field of land registration in South 
Sulawesi, particularly in Makassar and Pangkep. The research was 
conducted at the Land Office and Pangkep Makassar. Method of approach 
used in this study is the method of literature research and field research. 
The data used are primary data and secondary data. This is a descriptive 
study, the data will then be analyzed qualitatively. 
 
From the research, it is known that the level of public awareness 
and compliance in Makassar is quite high, it is because the people of 
Makassar had a lot to know that by obtaining a certificate of Land, can be 
a collateral in banks to get credit as capital to improve the economy. Even 
so, there is still a small portion of society who have not registered their 
land, one factor is the high costs of land registration process. The 
certification process is complicated, and many brokers are not responsible 
for its speed is also a factor inhibiting the level of awareness and 
adherence to register land. While people in Pangkep still many who have 
not registered their land, generally people still do not really understand 
pentinganya land registration, citizens still think that by working and 
managing a plot of land for decades and constantly land will be theirs and 
the community is considered denganbegitu they will feel safe, but not 
legally so. Efforts made by the Land Office in Makassar and Pangkep is to 
continue to improve socialization to the community of the importance to 
register the land. Besides improving the quality of service for the better 
also be a second attempt at the Land Office of the region, both in serving 
the community, in the areas of technology, and make the effort fell straight 
to the ground to listen to the complaints experienced by the community. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena 
kehidupan itu tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup diatas 
tanah dan memperoleh pangan dengan mendayagunakan tanah. Sejarah 
perkembangan dan kehancurannya ditentukan pula oleh tanah, masalah 
tanah yang biasa timbul ialah persengketaan dan peperangan yang besar 
karena manusia atau suatu bangsa ingin menguasai tanah tersebut atau 
karena sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 
Bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada 
seluruh rakyat Indonesia dan oleh karena itu, sudah semestinya 
pemanfaatan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa beserta seluruh yang 
terkandung di dalamnya adalah ditujukan untuk kemakmuran seluruh 
rakyat Indonesia. 
 Bumi yang dimaksud ialah tanah yang ada diseluruh wilayah 
Indonesia yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang 
Maha Esa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Masalah pertanahan 
seperti penguasaan dan kepemilikan tanah pada negara-negara yang 
berlatar belakang agraris, tanah merupakan sumber penghidupan dan 





penting bagi kehidupan dan keluarga (tanah dan manusia) merupakan 
dua subtansi yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. 
Seperti yang tertulis dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945 menyebutkan:   bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
Menurut Budi Harsono, bahwa Hukum Agraria menurut pengertian 
Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat dengan UUPA), 
adalah keseluruhan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis 
yang mengatur agraria. Dengan demikian, maka Hukum Agraria adalah 
keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak 
tertulis, yang mengatur bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam 
yang terkandung didalamnya.1 
Dalam masyarakat umum di Indonesia sedikit dari mereka yang 
mengetahui tentang seluk beluk masalah di bidang pendaftaran tanah. 
Tanah bagi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting di 
dalam kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan 
bukan hanya dalam kehidupannya, untuk matipun manusia masih 
memerlukan tanah. Maka perlu adanya suatu pengaturan yang jelas atau 
kepastian hukum atas tanah melalui pendaftaran tanah. 
Jumlah luas tanah yang dapat dikuasai oleh manusia terbatas 
sekali, sedangkan jumlah manusia yang berhajat terhadap tanah 
senantiasa bertambah. Selain bertambah banyaknya jumlah manusia 
                                                           
1
 Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1, Prestasi Pustaka, 





yang memerlukan tanah untuk perumahan, juga kemajuan perkembangan 
ekonomi, dan teknologi juga menghendaki tersedianya tanah yang 
banyak, misalnya untuk perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, 
perkantoran, tempat hiburan dan jalan-jalan untuk perhubungan.  
Berhubung oleh karena itu, bertambah lama dirasakan seolah-olah 
tanah menjadi sempit dan sedikit, sedangkan permintaan selalu 
bertambah, maka tidak heran jika nilai tanah menjadi meningkat tinggi. 
Tidak seimbangnya antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan 
tanah itu, telah menimbulkan berbagai persoalan yang banyak segi, salah 
satu  contohnya ialah tumpang tindih sertifikat tanah sehingga 
menimbulkan sengketa tanah. 
Secara singkat, segala aktifitas manusia apapun bentuknya, tidak 
akan lepas dari kebutuhan akan tanah. Bukanlah mengherankan apabila 
setiap orang pasti keinginan untuk memiliki tanah secara lengkap dengan 
perlindungan hukumnya. Perlindungan itu diwujudkan dengan pemberian 
oleh negara sebagai petugas pengatur untuk dapat mewujudkan 
keteraturan dan ketertiban. 
Akan tetapi, sering kita dapati masalah pertanahan di Indonesia 
saat ini menjadi masalah pelik dan rumit.. Oleh karena itu, pemerintah 
mengeluarkan peraturan mengenai pendaftaran tanah. Peraturan 
Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1997 dan penjelasannya 





Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pencabutan yang sejak 
dikeluarkannya Tahun 1961 mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah 
sebagaimana diperintahkan pasal 19 UUPA Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960).  
Pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria, menyebutkan:2 
(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia 
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan 
pemerintah.  
(2)  Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini, meliputi :  
a.  Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah. 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak 
tersebut.  
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat. 
(3) Pendaftaran pertanahan diselenggarakan dengan mengingat 
keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial 
ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut 
pertimbangan Menteri Agraria. 
(4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang 
bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat di 
atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu di 
bebaskan dari pembayaran-pembayaran biaya tersebut. 
 
 Pendaftaran tanah berarti mencatat hak-hak yang dipegang oleh 
perorangan atau kelompok atas sebidang tanah oleh pejabat yang 
berwenang dan mengeluarkan surat bukti hak. Ada beberapa macam hak-
hak tersebut, misalnya : hak milik, hak guna usaha,  hak pakai, dan lain-
lain. 
                                                           
2
 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 





Dalam Pasal 19 ayat 4 UUPA tersebut diatas, pada kenyataannya  
pendaftaran tanah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu tentu 
bukan hanya disebabkan oleh faktor hukum, tetapi juga disebabkan oleh 
faktor-faktor di luar hukum seperti faktor sosial, misalnya kurangnya 
pemahaman masyarakat mengenai pertanahan di Indonesia, dan faktor 
ekonomi, seperti taraf ekonomi yang rendah, serta mahalnya biaya  
proses pendaftaran tanah tersebut. Faktor-faktor tersebut sangat 
mempengaruhi para pemilik tanah yang seharusnya tanahnya di 
daftarkan.  
 Hukum pertanahan Indonesia menginginkan kepastian mengenai 
siapa pemegang hak milik atau hak-hak lain atas sebidang tanah. Tetapi 
bagaimana dari segi pandangan masyarakat Indonesia sendiri ? 
 Kami tinjau terlebih dahulu dari segi masyarakat Indonesia yang 
pada umumnya tinggal di daerah pedesaan dan mayoritas bermata 
pencaharian sebagai petani, apakah mereka sebagai orang awam telah 
berfikir tentang penting atau tidaknya hukum tersebut ? Dan bagaimana 
dengan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan ? Apakah mereka 
telah memahami mengenai hukum pertanahan di Indonesia ? Hal-hal 









B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam memudahkan 
penelitian ini, Penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah tingkat kesadaran dan ketaatan hukum warga 
masyarakat dalam bidang pendaftaran tanah ? 
2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam meningkatkan 
kesadaran dan ketaatan hukum warga masyarakat dalam bidang 
pendaftaran tanah ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum warga 
masyarakat dalam bidang pendaftaran tanah. 
2. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam 
meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum warga 
masyarakat dalam bidang pendaftaran tanah. 
 
D. Manfaat Penelitian  
1. Diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap 
pengembangan ilmu pengetahuan  khususnya sosiologi hukum 





2. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan kritikan bagi 
Badan Pertanahan Nasional, khususnya Kantor  Pertanahan 
Kota Makassar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep. 
3. Dapat menjadi bahan referensi tambahan kepada mahasiswa 






















A. Karateristik Kajian Sosiologi Hukum  
Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu Socius yang berarti 
kawan, sedangkan Logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini 
dipublikasikan diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul 
"Cours De Philosophie Positive" karangan August Comte (1798-1857). 
Walaupun banyak definisi tentang sosiologi namun umumnya sosiologi 
dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat.3 
Adapun beberapa definis sosiologi hukum menurut para ahli,yaitu4 : 
a. Max Weber 
Sosiologi adalah Ilmu yang mempelajari tentang tindakan social 
atau perilaku-perilaku manusia. 
 
b.  Emile Durkheim 
Sosiologi adalah Ilmu yang mempelajari fakta-fakta social yaitu 
fakta-fakta atau kenyataan yang berisikan cara bertindak, cara 
perpikir dan cara merasakan sesuatu. 
 
c.  Soerjono Soekanto 
Sosiologi adalah Ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-
segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk 
mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. 
 
d.  Hassan Shadily 
Sosiologi adalah Ilmu yang mempelajari tentang hidup bersama 
dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia 
yang menguasai kehidupan dengan mencoba mengerti sifat 
dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta 
perubahannya. 
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Sejak awal masehi hingga abad 19, Eropa dapat dikatakan menjadi 
pusat tumbuhnya peradaban dunia, para ilmuwan ketika itu mulai 
menyadari perlunya secara khusus mempelajari kondisi dan perubahan 
sosial. Para ilmuwan itu kemudian berupaya membangun suatu teori 
sosial berdasarkan ciri-ciri hakiki masyarakat pada tiap tahap peradaban 
manusia.5 
Comte menyebutkan ada tiga tahap perkembangan intelektual, 
yang masing-masing merupakan perkembangan dari tahap sebelumya. 
Tiga tahapan itu adalah : 
(1) Tahap teologis; adalah tingkat pemikiran manusia bahwa semua 
benda di dunia mempunyai jiwa dan itu disebabkan oleh suatu 
kekuatan yang berada di atas manusia. 
(2) Tahap metafisis; pada tahap ini manusia menganggap bahwa 
didalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan atau inti 
tertentu yang pada akhirnya akan dapat diungkapkan. Oleh 
karena adanya kepercayaan bahwa setiap cita-cita terkait pada 
suatu realitas tertentu dan tidak ada usaha untuk menemukan 
hukum-hukum alam yang seragam. 
(3) Tahap positif; adalah tahap dimana manusia mulai berpikir 
secara ilmiah. 
 
Comte kemudian membedakan antara sosiologi statis dan sosiologi 
dinamis. Sosiologi statis memusatkan perhatian pada hukum-hukum statis 
yang menjadi dasar adanya masyarakat. Sosiologi dinamis memusatkan 
perhatian tentang perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan. 
Rintisan Comte tersebut disambut hangat oleh masyarakat luas, 
tampak dari tampilnya sejumlah ilmuwan besar di bidang sosiologi. 
Mereka antara lain : Emile Durkheim, Ferdinand Tönnies, Georg Simmel, 
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Max Weber, dan Pitirim Sorokin. Masing-masing berjasa besar 
menyumbangkan beragam pendekatan mempelajari masyarakat yang 
amat berguna untuk perkembangan Sosiologi. 
Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang dalam keilmuan 
sosiologi. Sosiologi hukum mengkaji kedudukan hukum dan peranannya 
di masyarakat. Sosiologi hukum juga mempelajari perilaku manusia di 
dalam masyarakat: sejauh mana perilaku mereka ditentukan oleh norma-
norma hukum yang secara umum berlaku di masyarakat serta sejauh 
mana norma-norma tersebut berpengaruh terhadap mereka. Di sisi lain, 
hukum biasanya dipelajari dari tiga titik utama, yaitu analitis atau positif, 
historis, dan teoritis.6 
Sosiologi hukum memandang hukum sebagai bagian dari 
masyarakat dan sebagai lembaga sosial yang terkait dengan lembaga 
lain. Secara sosiologis, hukum merupakan salah satu sarana kontrol 
sosial. Sehingga, hukum selalu terkait dengan tatanan noral yang berlaku 
di masyarakat tertentu.7 
Berdasarkan pengertian sosiologi hukum di atas, dapat diketahui 
dan dipahami bahwa karateristik kajian soiologi hukum adalah fenomena 
hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan : (1) deskripsi, (2) 
penjelasan, (3) pengungkapan (revealing), dan (4) prediksi. Selanjutnya, 
                                                           
6
http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/222 







akan diuraikan beberapa karateristik kajian sosiologi hukum sebagai 
berikut :8 
(1) Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi 
terhadap praktik- praktik hukum. Apabila praktik-praktik itu di 
beda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, 
penerapan dalam pengadilan maka ia juga mempelajari 
bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang 
kegiatan hukum tersebut. 
(2) Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu  
praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu 
terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, 
latar belakangnya, dan sebagainya. 
 (3) Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari 
suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu 
memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai 
dengan masyarakat tertentu. 
(4)   Sosiologi tidak melakukan penelitian terhadap hukum. Tingkah 
laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan obyek 
pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai suatu yang lebih dari 
yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada 
memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. 
Pendekatan yang demikianlah sering menimbulkan salah 
paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan 
praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. 
Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan 
mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan 
untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena yang ada.  
 
Keempat karateristik objek studi sosiologi hukum yang telah 
diungkapkan di atas merupakan pengetahuan kunci kepada orang yang 
berminat untuk melakukan penyidikan dalam suatu studi yang dimaksud. 
Cara-cara menyelidiki hukum dalam bentuk yang demikian itu, orang 
langsung berada di tengah-tengah studi sosiologi hukum. Apa pun obyek 
yang dipelajarinya, apabila ia menggunakan pendekatan seperti 
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disebutkan pada butir-butir di atas, maka ia sedang melakukan kegiatan di 
bidang sosiologi hukum.  
Achmad Ali mengemukakan dalam bukunya yang berjudul 
”Mempelajari Kajian Empiris Terhadap Hukum”, bahwa ada tiga macam 
pendekatan yang dapat kita gunakan terhadap fenomena hukum di dalam 
masyarakat, yaitu : pendekatan moral, pendekatan ilmu hukum, dan 
pendekatan sosiologis. 
Baik pendekatan moral terhadap hukum maupun pendekatan ilmu 
hukum terhadap hukum, keduanya berkaitan dengan bagaimana norma-
norma hukum membuat tindakan-tindakan menjadi lebih bermakna dan 
tertib. Pendekatan moral, mencakupi hukum dalam suatu arti yang 
berkerangka luas, melalui pertalian konstruksi hukum dengan 
kepercayaan-kepercayaan serta asas yang mendasarinya yang dijadikan 
benar-benar sebagai sumber hukum. Pendekatan ilmu hukum mencoba 
untuk menentukan konsep-konsep hukum dan hubungannya yang 
independen dengan asas-asas dan nilai-nilai nonhukum. Kedua 
pendekatan itu, meskipun memiliki perbedaan diantara keduanya, tetapi 
keduanya sama-sama difokuskan secara sangat besar pada kandungan 
dan makna hukum (subtansi dan prosedur hukum). Pendekatan sosiologis 
juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. 
Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turkel, adalah:9 
(1) Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial. 
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(2) Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga 
masyarakat dalam “the social world” mereka. 
(3) Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-
pranata hukum. 
(4) Tentang bagaimana hukum dibuat. 
(5) Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum. 
Sosiologi hukum mempelajari „pengorganisasian sosial hukum‟. 
Objek yang menjadi sasaran disini adalah badan-badan yang terlibat 
dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan hukum. Sebagai contoh 
misalnya : pembuatan undang-undang pengadilan, polisi, advokat, dan 
sebagainya. Pada waktu mengkaji pembuatan undang-undang, 
perhatiannya dapat tertarik kepada komposisi dari perundang-undangan, 
seperti  usia para anggotanya, pendidikannya, latar belakang sosialnya, 
dan sebagainya. faktor-faktor tersebut memperoleh perhatian, oleh karena 
pembuat undang-undang itu dilihat sebagai manifestasi dari kelakukan 
manusia. 
Oleh karena itu, faktor-faktor di atas di anggap penting untuk dapat 
menjelaskan mengapa hasil kerja dari pembuat undang-undang itu adalah 
seperti adanya sekarang. Dalam kajian sosiologi hukum ada anggapan 
bahwa masyarakat modern yang kompleks, dan menjadi tugas sosiologi 
hukum untuk menelusuri dan menjelaskan duduk persoalannya serta 
faktor-faktor apa yang menyebabkan keadaannya menjadi demikian itu. 
Karakteristik pertanyaan sosiologi hukum seperti : “Apakah 
sebabnya orang taat kepada hukum ? Seberapa besarkah efektivitas dari 
peraturan-peraturan hukum tertentu ? Faktor-faktor apakah yang 





pengadilan ?” Sosiologi hukum, misalnya tidak menerima begitu saja, 
bahwa hukum itu bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Pertanyaan kritis 
darinya adalah : “Apakah hukum itu sendiri tidak mungkin menyimpang 
dan menimbulkan konflik ?” Studi-studi sosiologi hukum pada suatu ketika 
dapat menyikapi bahwa suatu peraturan yang bersifat semu. 
Sosiologi hukum yang berusaha untuk mengupas hukum sehingga 
hukum itu tidak dipisahkan dari praktik penyelenggaraannya, tidak hanya 
bersifat kritis melainkan juga kreatif. Kreativitas ini terletak pada 
kemampuannya untuk menunjukkan adanya tujuan-tujuan serta nilai-nilai 
tertentu yang ingin dicapai oleh hukum, yang terkubur oleh simpang siur 
prosedur teknis hukum. Sosiologi hukum akan dapat mengingatkan orang 
kepada adanya tujuan-tujuan yang demikian itu. Ilmu ini akan mampu juga 
memberikan informasi hambatan-hambatan apa saja yang menghalangi 
pelaksanaan suatu ide hukum dan dengan demikian akan sangat berjasa 
guna menghindari dan mengatasi hambatan-hambatan di atas. 
Pada hakikatnya, hal ini merupakan objek yang menyentuh dari 
aspek  sosiologi hukum, atau aspek sosial masyarakat oleh karena tak 
ada keragu-raguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan 
pencerminan dari sistem sosial dimana sistem hukum tadi merupakan 
bagiannya. Akan tetapi persoalannya tidak semudah itu, karena perlu 
diteliti dalam keadaan-keadaan apa dan dengan cara-cara yang 
bagaimana sistem sosial mempengaruhi suatu sistem hukum sebagai 





mempengaruhi tadi bersifat timbal balik. Sosiologi hukum merupakan 
suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris 
menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum 
dengan gejala-gejala sosial lainnya.10 
 
B. Kesadaran Hukum 
 Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum 
demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga 
masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. 
Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua macam :11 
a. Kesadaran hukum positif, identik dengan „ketaatan hukum‟. 
b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan „ketidaktaatan hukum‟. 
 
Jadi, istilah “kesadaran hukum” digunakan oleh para ilmuwan sosial 
untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum 
dan institusi-institusi hukum, yaitu, pemahaman-pemahaman yang 
memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.12 
Selaras dengan pendapat-pendapat tersebut di atas, Beni Ahmad 
Saebeni juga menyatakan pendapatnya, kesadaran hukum artinya :13 
“ Keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan 
mengamalkan  sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat di 
dalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang terdalam 
dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk 
melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum ”. 
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 Soerjono Soekanto mengemukakan empat unsur kesadaran 
hukum yaitu :14 
(1) Pengetahuan tentang hukum 
(2) Pengetahuan tentang isi hukum 
(3) Sikap hukum 
(4) Pola perilaku hukum 
 
Dengan demikian, maka kesadaran hukum adalah kesadaran 
bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia dan oleh karena itu 
harus dilaksanakan serta pelanggarnya akan terkena sanksi. Pada 
hakekatnya kesadaran hukum adalah kesadaran akan adanya atau 
terjadinya „kebatilan‟ atau „onrecht‟, tentang apa hukum itu atau apa 
seharusnya hukum itu. 
Asas hukum yang berbunyi “setiap orang dianggap tahu akan 
undang-undang” menunjukkan bahwa kesadaran hukum itu pada 
dasarnya ada pada diri manusia. Asas hukum merupakan persangkaan, 
merupakan cita-cita, sebagai sesuatu yang tidak nyata, sebagai 
presumption yang banyak terdapat di dunia hukum. Setiap orang di 
anggap tahu akan undang-undang agar melaksanakan dan 
menghayatinya, agar kepentingan diri sendiri dan masyarakat terlindungi 
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C. Ketaatan Hukum 
 Masalah ketaatan terhadap hukum bukan merupakan persoalan 
baru dalam hukum dan ilmu hukum, namun bagaimana ia dipelajari 
berubah-ubah sesuai dengan kualitas penelitian yang dilakukan masalah 
tersebut. 
 Apabila masalahnya di selidiki secara filosofis dan yuridis, maka ia 
lebih di dasarkan pada rasa perasaan saja, seperti „kesadaran hukum 
rakyat‟, „peradilan keadilan masyarakat‟ dan sebagainya. 
 Pikiran yuridis tradisonal menerima bahwa perilaku orang itu 
dibentuk oleh peraturan hukum. Pikiran tersebut menerima begitu saja 
bahwa hukum itu akan di patuhi oleh masyarakat. Jadi, antara peraturan 
hukum dan ketaatan hukum terdapat hubungan linier yang mutlak. Ini 
disebut sebagai Teori Kovarian. Cara penyelidikan dan penjelasan seperti 
itu menjadi kurang memuaskan pada saat ilmu hukum mulai melakukan  
secara lebih empirik.16 
 Berbeda dengan cara-cara memahami ketaatan hukum tersebut 
diatas, penelitian-penelitian empirik tidak menerima konsep yang di 
pahami secara mistis tersebut, melainkan mengujinya secara empirik 
dalam masyarakat. Pikiran hipotesis yang umumnya mendasari penelitian 
empirik mengatakan, hukum itu tidak berlaku karena ia memiliki ototritas 
untuk mengatur, melainkan karena diterima oleh masyarakat. Dengan 
                                                           
16





demikian, perilaku mematuhi hukum itu merupakan hasil dari interaksi 
yang tidak sederhana atau linier. 17 
 Ketaatan hukum sendiri masih dapat  dibedakan kualitasnya dalam 
tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman :18 
(1) Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan hanya karna ia takut terkena sanksi. 
(2) Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya 
dengan seseorang menjadi rusak. 
(3) Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu 
sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. 
 
Dengan kata lain, mengetahui adanya tiga jenis ketaatan diatas, 
maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan 
atau undang-undang sebagai bukti efektifnya suatu aturan atau 
perundang-undangan, paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas 
keefektifan suatu aturan atau perundang-undangan. Semakin banyak 
warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan 
ketaatan yang bersifat compliance atau identification saja, berarti kualitas 
keefektifan aturan atau perundang-undangan itu masih rendah,sebaliknya 
semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan dan 
perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat internalization, maka 
semakin tinggi kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu.19 
 
                                                           
17
 ibid hlm 204. 
18 Achmad Ali, op.cit, hlm 193. 






 Kajian sosiologi hukum terhadap ketaatan hukum pada dasarnya 
melibatkan dua variabel, masing-masing : hukum dan manusia menjadi 
objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, ketaatan terhadap 
hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan 
juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Ketaatan hukum 
tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari 
kesediaan manusia untuk memenuhinya.20 
Studi-studi tentang ketaatan hukum sudah dapat dicatat sejak 
tahun 70-an. Tetapi juga sudah sejak di tahun-tahun pertama abad 
keduapuluh ini, ketaatan kepada hukum itu dipersoalkan sebagai faktor 
yang turut menentukan pembuatan hukum. Dengan demikian, tentulah 
dalam pembicaraan mengenai ketaatan hukum, maka peraturan tidak 
dapat dilihat sebagai satu-satunya faktor, melainkan juga ditentukan oleh 
bagaimana sikap masyarakat menanggapi hukum yang ditujukan 
kepadanya itu.21 
Masalah pengetahuan masyarakat mengenai adanya peraturan 
juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan pada waktu kita 
membicarakan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Pada umumnya 
memiliki pengetahuan yang rendah tentang isi peraturan, sehingga 
ketaatan terhadap hukum berjalan berdampingan dengan pengetahuan 
yang rendah mengenai hukum. Dengan demikian, hukum dan 
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pengetahuan mengenai hukum tidak dapat di tunjuk sebagai faktor absolut 
dalam wacana mengenai ketaatan hukum.22 
Masyarakat tidak dapat dilihat sebagai suatu kesatuan yang 
homogen, melainkan terdiri dari golongan dan kelompok yang berbeda-
beda. Pengakuan terhadap kondisi heterogenitas tersebut menjadi sangat 
penting pada waktu kita berbicara mengenai ketaatan masyarakat 
terhadap hukum. 
Ternyata secara sosiologis, ketaatan tersebut mengikuti berbagai 
variabel sosiologis, seperti kelompok jahat dan tidak jahat, umur, 
kedudukan, sosial-ekonomi, ras, dan sebagainya.23 
Kompleksitas dalam pematuhan terhadap hukum menunjukkan 
betapa kita perlu lebih berhati-hati untuk memastikan faktor yang 
berpengaruh terhadap ketaatan tersebut.24 
 
D. Kesadaran Hukum Tidak Sama dengan Ketaatan Hukum 
 Sangat sering kita mendengar atau membaca pernyataan-
pernyataan yang mengidentikkan „kesadaran hukum‟ dengan „ketaatan 
hukum‟ atau „ketaatan hukum‟, suatu persepsi yang keliru. Peluru-peluru 
persepsi keliru itu pernah disosialisasikan oleh Oetoyo Usman, ketika 
menjabat Menteri Kehakiman, yang dimana-mana dalam berbagai 
kesempatan menjelaskan bahwa „kesadaran hukum‟ itu ada dua : 
(1) Kesadaran hukum yang baik, yaitu ketaatan hukum; dan 
(2) Kesadaran hukum yang tidak baik, yaitu ketidaktaatan hukum. 
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Di dalam literatur-literatur hukum yang ditulis pakar –pakar terkenal 
di dunia memang dibedakan adanya dua macam kesadaran hukum, yaitu: 
(1) Legal consciousness as within the law, kesadaran hukum 
sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai 
dengaan aturan hukum yang disadarinya atau dipahaminya. 
(2) Legal consciousness as against the law, kesadaran hukum 
dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.25 
 
 Achmad  Ali menuliskan, kolom ini bermaksud meluruskan persepsi 
keliru sebagian orang, bahkan termasuk sebagian kalangan hukum yang 
tidak pernah mengorek langsung dari acuan literatur hukum yang standar, 
tentang apa istilah ; kesadaran hukum atau legal consciousness itu. 
Selanjutnya, Achmad Ali mengutip beberapa definisi kesadaran hukum. 
Menurut dua pakar yang khusus mengkaji mesalah kesadaran hukum 
selama belasan tahun, Ewick dan Silbey, kesadaran hukum mengacu ke 
cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi 
hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada 
pengalaman dan tindakan orang-orang.26 
 Bagi Ewick dan Silbey, kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan 
dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. 
Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum atas 
perilaku, dan bukan hukum sebagai aturan, norma atau asas. 
 Selaras dengan hal tersebut diatas, bagi Krabbe kesadaran hukum 
sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam 
diri manusia tentang hukum yang ada ata tentang hukum yang diharapkan 
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ada. Bagi Achmad Ali, definisi Krabbe diatas sudah cukup menjelaskan 
apa yang dimaksud kesadaran hukum. Pengertian itu akan lebih lengkap 
lagi jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang 
hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.27  
 
E. Pengertian Hukum Agraria dan Hukum Tanah 
 1. Pengertian Agraria 
 Istilah agraria berasal dari kata Akker (Bahasa Belanda), Agros 
(Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, Agger (Bahasa Latin) berarti 
tanah atau sebidang tanah,Agrarius (Bahasa Latin) berarti perdagangan, 
persawahan, pertanian, Agrarian (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk 
pertanian.28 
 Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang 
Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) tidak memberikan pengertian 
agraria sebagaimana yang tercantum di konsideran, pasal-pasal maupun 
penjelasannya. Ruang Lingkup agrarian menurut UUPA meliputi bumi, air, 
udara, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.29 
 Ruang lingkup agraria/ sumber daya agraria/ sumber daya alam 
dapat dijelaskan sebagai berikut : 30 
 
                                                           
27 Achmad Ali, op.cit, hlm 192. 
Catatan kaki 26), merujuk pada catatan kaki 9. 
28
 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta, 
2008, hlm 1. 
29
 Ibid hlm 2. 





(1)  Bumi 
 Pengertian Bumi menurut Pasal 1 ayat (4) UUPA adalah 
permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta 
yang berada di bawah air. Permukaan bumi menurut Pasal 4 
ayat (1) UUPA adalah tanah. 
(2)   Air 
Pengertian air menurut Pasal 1 ayat (5) UUPA adalah air yang 
berada di perairan pedalaman maupun air yang berada di laut 
wilayah Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 
11 Tahun 1974 tentang Pengairan, disebutkan bahwa 
pengertian air meliputi air yang terdapat di dalam dan atau 
berasal dari sumber- sumber air, baik yang terdapat di atas 
maupun di bawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air 
yang terdapat di bawah laut. 
(3)  Ruang Angkasa 
Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 1 ayat (6) UUPA 
adalah ruang diatas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas 
air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menurut 
Pasal 48 UUPA, ruang di atas bumi dan air yang mengandung 
tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-
usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, 
air serta kekeayaan alam yang terkandung di dalamnya dan 
hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. 
(4)  Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 
Menurut Undang- Undang No. 11 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan, kekayaan alam 
yang terkandung di dalam bumi disebut bahan, yaitu unsur-
unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji, dan segala macam 
batuan, termasuk batu- batuan mulia yang merupakan 
endapan- endapan alam. 
 
Menurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adalah 
keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak 
tertulis yang mengatur agraria. Bachsan Mustofa menjabarkan kaidah 
hukum yang tertulis adalah hukum agraria dalam bentuk hukum undang-
undang dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang dibuat oleh negara, 
sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah hukum agraria dalam 
bentuk Hukum Adat Agraria yang dibuat oleh masyarakat setempat dan 





masyarakat adat setempat dan yang pertumbuhan, perkembangan serta 
berlakunya dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan. 31 
 2. Pengertian Hukum Agraria dalam arti luas32 
 Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1, UUPA, maka sasaran hukum 
agraria meliputi: Bumi, Air, dan Ruang angkasa, termasuk Kekayaan Alam 
yang terkandung didalamnya, atau biasa disebut : sumber-sumber alam. 
 Karenanya pengertian hukum agraria dalam arti luas, merupakan 
suatu kelompok pelbagai hukum yang mengatur Hak-Hak Penguasaan 
atas Sumber-Sumber Alam Indonesia yang meliputi : 
(1)  Hukum Pertanahan 
Yaitu bidang hukum yang mengatur Hak-Hak Pengaturan atas 
tanah. Dasar hukumnya : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960. 
 
(2)  Hukum Pengairan   
Yaitu hukum yang mengatur Hak-Hak atas air. Dasar 
hukumnya : Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974. 
 
(3)  Hukum Pertambangan 
Yaitu bidang hukum yang mengatur Hak Penguasan atas 
galian. Dasar hukumnya : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
1967. 
 
(4)  Hukum Kehutanan 
Yaitu bidang hukum yang mengatur Hak-Hak penguasaan atas 
Hutan dan Hasil Hutan. Dasar hukumnya : Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1967. 
 
(5)  Hukum Perikanan 
Yaitu bidang hukum yang mengatur Hak-Hak Penguasaan atas 
ikan dan lain-lain di perairan darat lain. 
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 3. Pengertian Hukum Agraria dalam Arti Sempit33 
 Dalam pengertian hukum agraria dalam arti sempit, maka hukum 
agraria hanyalah mencakup hukum pertanahan, yaitu hukum yang 
mengatur hak-hak penguasaan atas tanah. Yang dimaksud tanah disini 
sesuai dengan Pasal 4 ayat 1, adalah Permukaan Tanah, yang dalam 
penggunaannya menurut Pasal 4 ayat 2, meliputi Tubuh Bumi, Air, dan 
Ruang Angkasa, yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk 
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu 
dalam batas menurut Undang-Undang Pokok Agraria, dan peraturan-
peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 
 Sedangkan yang dimaksud dengan Hak Penguasaan adalah hak-
hak yang memberi wewenang kepada pemegang hak yang bersangkutan 
untuk berbuat semata dengan tanah yang dikuasai. 
 Perlu diangkat di sini bahwa lazimnya di Indonesia “Hukum Agraria” 
dipakai untuk sebutan hukum positif yang mengatur penguasaan atas 
tanah yang biasa disebut Hukum Pertanahan atau Hukum Tanah. 
 Tanah, sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UUPA adalah sebagai 
Karunia Tuhan, dan karenanya sesuai dengan pasal 2 UUPA, Tanah 
tersebut dikuasai oleh Negara, yang digunakan untuk mencapai 





                                                           





  4. Hak Penguasaan Atas Tanah 
 Ruang lingkup bumi menurut UUPA adalah permukaan bumi dan 
tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi 
sebagai bagian dari bumi juga disebut tanah. Tanah yang dimaksudkan di 
sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan mengatur 
salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut 
hak-hak penguasaan atas tanah.34 
 Penguasaan hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah 
dibagi menjadi dua, yaitu :35 
 (1)  Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum 
 Hak penguasaan atas tanah ini belum di hubungkan dengan 
tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang 
haknya. 
 
 Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah, adalah 
sebagai berikut : 
a. Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan. 
b. Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, 
wajib, dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya 
serta jangka waktu penguasaannya. 
c. Mengatur hak-hak mengenai subjeknya, siapa yang boleh 
menjadi pemegang haknya, dan syarat-syarat bagi 
penguasaannya. 
d. Mengatur hal-hal mengenai tanah. 
 
 (2)  Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang 
konkret. Hak penguasaan atas tanah inii sudah dihubungkan 
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dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan 
hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. 
 
 5. Ruang lingkup Hak Atas Tanah 
  Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara  atas 
tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia 
maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, 
dan badan hukum baik badan hukum privat maupun hukum publik. 
 Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 jo, Pasal 53 
UUPA, yang dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu :36 
 (1)  Hak atas tanah yang bersifat tetap 
 Yaitu hak-hak atas tanah ini aka nada tetap ada selama UUPA 
masih berlaku dan belum dicabut dengan undang-undang yang 
baru. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa 
untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut 
Hasil Hutan.  
(2)  Hak Atas Tanah yang akan ditetapkan undang-undang. 
 Yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan 
ditetapkan oleh undang-undang. 
(3)  Hak Atas Tanah yang bersifat sementara 
Yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang   
singkat akan di hapuskan di karenakan mengandung sifat-sifat 
pemerasan, mengandung sifat feudal, dan bertentangan 
dengan jiwa UUPA. Macam-macam hak atas tanah ini adalah 
Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian 
Bagi Hasil), Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian. 
 
5.1. Hak Milik 
 Yang dimaksud dengan Hak Milik adalah Hak Turun-Temurun, 
terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah dengan mengingat 
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fungsi sosial, yang dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain. Adapun  
sifat-sifat Hak Milik adalah :37 
 (1). Turun-temurun. 
 Artinya hak milik atas tanah dimaksud dapat beralih karena 
hukum dari seseorang pemilik tanah yang meninggal dunia 
kepada Ahli Waris. 
(2)  Terkuat. 
 Artinya hak milik atas tanah tersebut yang paling kuat diantara 
hak-hak milik yang lainnya. 
(3) Terpenuh. 
 Artinya bahwa hak milik atas tanah tersebut dapat digunakan 
untuk usaha pertanian dan juga untuk mendirikan bangunan. 
(4) Dapat beralih dan dialihkan. 
(5) Dapat dibebani kredit dengan Hak Tanggungan. 
(6) Jangka waktu tidak terbatas. 
 
5.1.1 Subyek Hak Milik 
 Yang dapat mempunyai (subyek hak) tanah Hak Milik menurut 
UUPA dan peraturan pelaksanaannya, adalah :38 
 (1) Perseorangan 
Hanya warga Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik 
(Pasal 21 ayat (1) UUPA). Ketentutan ini menentukan 
perseorangan yang hanya dapat mempunyai tanah Hak Milik. 
 (2) Badan-badan hukum 
Pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat 
mempunyai Hak Milik dan syarat-syaratnya (Pasal 21 ayat (2) 
UUPA). Badan-badan hukum yang dapat mempunyai tanah hak 
milik menurut Pasal 1 PP No. 38 Tahun 1963 tentang 
Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak 
Milik Atas Tanah, yaitu bank-bank yang didirikan oleh negara 
(Bank Negara), koperasi pertanian, badan keagamaan, dan 
badan sosial. 
 
5.2. Hak Guna Usaha 
 Pengertian Hak Guna Usaha menurut Pasal 28 ayat (1) UUPA, 
ialah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh 
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Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna 
perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. 
5.2.1 Subyek Hak Guna Usaha   
 Yang dapat mempunyai (subyek hukum) Hak Guna Usaha menurut 
Pasal 30 UUPA jo. Pasal 2 PP No. 40 Tahun 1996, adalah :39 
 (1)  Warga Negara Indonesia. 
(2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia (badan hukum Indonesia). 
 
 Hak Guna Usaha, mempunyai jangka waktu untuk pertama kalinya 
paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling 
lama 25 tahun (Pasal 29 UUPA). Permohonan perpanjangan jangka waktu 
atau pembaruan Hak Guna Usaha diajukan selambat-lambatnya dua 
tahun sebelum berakhir jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut. 
 
5.3. Hak Guna Bangunan 
 Menurut Pasal 35 UUPA, pengertian Hak Guna Bangunan, yaitu 
hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan 
miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat 
diperpanjang untuk waktu paling lama 20 tahun. 
 5.3.1 Subyek Hak Guna Bangunan 
 (1)  Warga Negara Indonesia. 
 
(2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia (badan hukum Indonesia). 
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5.4. Hak Pakai 
 Yang dimaksud dengan hak pakai adalah menggunakan dan atau 
memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah 
milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan 
dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 
memberikannya atau dalam perjanjian pengolahan tanah. Hak pakai ini 
dapat diberikan :40 
 (1) Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya 
dipergunakan untuk keperluan tertentu. 
 (2) Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau jasa berupa 
apapun. 
 
 5.4.1 Sifat Hak Pakai  
Pemberian hak pakai ini tidak boleh disertai dengan syarat-syarat 
yang mengandung unsur-unsur pemerasan.  
Dengan demikian, maka sifat-sifat dari hak pakai adalah : 
 (1)  Hak Pakai atas tanah bangunan maupun tanah pertanian. 
(2)  Dapat diberikan oleh Pemerintah maupun oleh si pemilik tanah. 
(3) Hak pakai dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu atau 
selama tanahnya dipergunakan dengan keperluan tertentu. 
(4) Hak pakai dapat diberikan dengan cuma-cuma, dengan 
pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. 
(5)  Hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang 
dapat izin pejabat  yang berwenang, apabila mengenai tanah 
yang dikuasai langsung oleh negara atau dimungkinkan dalam 
perjanjian yang bersangkutan apabila mengenai tanah milik. 
(6) Hak pakai tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan 
dibebani hak tanggungan. 
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 5.4.2. Subyek Hak Pakai 
 Sesuai dengan pasal 42 UUPA dan Peraturan Menteri dalam 
Negeri Nomor 6 Tahun 1972, tertanggal 30 Juni 1972, maka yang dapat 
mempunyai Hak Pakai ialah :41 
 (1) Warga Negara Indonesia. 
(2) Orang-orang asing yang berkedudukan di Indonesia. 
(3) Badan-badan hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia. 
(4) Badan Hukum Asing yang mempunyai kilan di Indonesia. 
(5) Instansi Pemerintah. 
 
 
5.5. Hak Sewa Bangunan 
  Menurut Pasal 44 ayat (1) UUPA, seseorang atau suatu badan 
hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak 
mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, 
dengan membayar sewa kepada pemiliknya dengan membayar sejumlah 
uang sewa. Hak Sewa Bangunan adalah hak yang dimilik seseorang atau 
badan hukum untuk memberikan dan mempunyai bangunan di atas tanah 
Hak Milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa tertentu dan 
dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pemilik tanah dengan 
pemegang Hak Sewa Bangunan. 
 5.5.1 Sifat dan Ciri-Ciri Hak Sewa Bangunan :42 
  (1)  Sebagaimana dengan Hak Pakai, maka tujuan penggunaannya  
sementara, artinya jangka waktu terbatas.  
(2) Umumnya hak sewa bersifat pribadi dan tidak diperbolehkan 
untuk dialihkan kepada pihak lain ataupun untuk menyerahkan 
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tanahnya kepada pihak ketiga dalam hubungan sewa dengan 
pihak penyewa (onderverhuur) tanpa izin pemilik tanah. 
(3) Sewa-menyewa dapat diadakan dengan ketentuan bahwa jika 
penyewa meninggal dunia hubungan sewanya akan putus. 
(4) Hubungan sewa tidak terputus dengan dialihkannya hak milik 
yang bersangkutan kepada pihak lain. 
(5) Hak sewa tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani 
hak tanggungan. 
(6) Hak sewa dengan sendirinya dapat dilepas oleh pihak 
menyewa. 
(7) Hak sewa tidak termasuk golongan hak-hak yang di daftar 
menurut PP No. 24 Tahun 1997. 
 
 5.5.2. Objek Hak Sewa Bangunan  
 Hak atas tanah yang dapat disewakan kepada pihak lain adalah 
hak milik dan objek yang disewakan oleh pemilik tanah kepada pihak lain 
(pemegang hak sewa bangunan) adalah tanah bukan bangunan. 
 
5.6. Hak Pengelolaan 
Yang dimaksud hak pengelolaan adalah hak penguasaan atas 
tanah negara, dengan maksud disamping untuk dipergunakan sendiri oleh 
si pemegang, juga oleh pihak pemegang memberikan sesuatu hak kepada 
pihak ketiga, kepada si pemegang hak diberikan wewenang untuk :43 
(1) Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut. 
(2) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan tugasnya. 
(3)  Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak 
ketiga, dengan Hak Milik, Hak Guna Banguunan, atau Hak 
Pakai. 
(4) Menerima uang pemasukan atau ganti rugi dan atau wajib 
tahunan. (Pasal 5 ayat 1 Pengaturan Menteri Agraria Nomor 9 
tahun 1965). 
 
Hak Pengelolaan dapat diberikan oleh Menteri Dalam Negeri 
kepada Departemen atau Jawatan Pemerintah dan badan hukum yang 
                                                           
43





ditunjuk oleh Pemerintah. Badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah itu 
pada umumnya bergerak dalam usaha perumahan atau tanah bagi 
keperluan industry (real estate). Pihak yang memperoleh hak untuk 
menggunakan bagian dari tanah Hak Pengelolaan dapat mengajukan 
permohonan kepada pejabat yang berwenang agar kepadanya diberikan 
salah satu hak di atas tanah itu.44 
 
 5.6.1 Sifat-sifat Hak Pengelolaan45 
 (1)  Hak Penguasaan atas tanah negara. 
(2) Untuk dipergunakan sendiri oleh Pemegang dan sebagian atas            
tanah tersebut diberikan kepada pihak ketiga sesuatu hak. 
(3) Kepada si Pemegang hak diberikan beberapa wewenang 
termasuk dapat menerima uang pemasukan dan atau wajib 
tahunan. 
(4) Setelah jangka waktu hak atas tanah yang diberikan kepada 
pihak ketiga itu berakhir maka tanah dimaksud kembali ke 
dalam penguasaan sepenuhnya dari Pemegang Hak 
Pengelolaan yang bebas dari hak tanggungan. 
(5)  Apabila sebagian dari hak pengelolaan itu diberikan dengan 
hak milik kepada pihak ketiga, maka dengan sendirinya hak 
milik tersebut menjadi lepas dari hak pengelolaan dan atau 
hapus, sejak hak milik tersebut didaftarkan pada Kantor Agraria 
Kabupaten setempat. 
 
F. Pendaftaran Tanah 
Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, 
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, 
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termasuk pemberian surat tanda bukti hanya bagi bidang-bidang tanah 
yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta 
hak-hak tertentu yang membebaninya. 
Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya dilakukan untuk tanah-
tanah yang belum didaftarkan atau belum pernah disertifikatkan, hal ini 
sesuai dengan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1961 dan PP Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Maka untuk menjamin kepastian 
hukum, maka mendaftarkan hak atas tanah merupakan hal yang penting 
untuk dilakukan.  
Hal ini dilakukan guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang 
hak atas tanah serta pihak lain yang berkepentingan dengan tanah 
tersebut. Pendaftaran tanah dilakukan di kantor Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) serta dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
yang berada di wilayah kabupaten/kotamadya.  
1.  Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
Dalam kegiatan pendaftaran tanah di kenal ada 2 macam yaitu : 
(1) Sistem Publikasi Positif  
Dimana dilakukan pendaftaran hak, harus ada buku tanah dan 
sertifikat sebagai tanda bukti. Menurut sistem ini bahwa 
pendaftaran tanah menjamin dengan sempurna, bahwa nama yang 
terdaftar dalam buku tanah, tidak dapat dibantah, tidak dapat di 
ganggu gugat, walaupun ternyata bukan dia pemilik yang 
sebenarnya yang terdaftar dalam buku tanah atau sertifikat.Sistem 
publikasi positif tidak berlaku di wilayah Indonesia. 
 
 (2) Sistem Publikasi Negatif 
Menurut sistem ini, apa yang ternyantum dalam buku tanah 
sertifikat tanah di anggap benar sampai dapat di buktikan suatu 





lakukan pendaftaran akta dan di sini tidak menjamin, nama yang 
terdaftar dalam buku tanah tidak dapat di bantah.Sistem Publikasi 
negatif ini berlaku di Indonesia yang secara tegas terdapat dalam 
PP No. 10 Tahun 1961 dan digantikan dengan PP No.24 Tahun 
1997, sebagai pelaksanaan dari pasal 19 UUPA No.5 tahun 1960. 
 
 Berdasarkan kedua sistem tersebut, manakah yang dianut oleh 
UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 ? Boedi Harsono berpendapat bahwa 
sistem publikasi yang dianut adalah sistem publikasi negatif dengan 
tendensi positif. Maksudnya ialah sistem yang dianut bukanlah sistem 
negatif murni, karena dalam sistem publikasi negatif murni, pejabat 
pendaftaran tanah dalam rangka pengumpulan data bersifat pasif dan 
pada umumnya menggunakan sistem pendaftaran dan akta (registration 
of deeds) dandalam pengumpulan data yuridis, akta yang memuat data 
tersebut itulah yang didaftar, dalam artian bahwa pada akta tersebut oleh 
Pejabat pendaftaran dibubuhkan catatan bahwa telah dilakukan 
pendaftarannya. Akta itulah merupakan tanda bukti hak. Bahwa 
pendaftaran tanah yang diselenggarakab atas perintah Pasal 19 UUPA, 
menghasilkan alat pembuktian yang kuat (bukan mutlak=positif), menuntut 
para pejabat tanah dalam mengumpulkan data fisik dan data yuridis, 
sejauh mungkin memperoleh data yang benar. Yaitu dengan diaturnya 
secara rinci dan seksama prosedur pengumpulan data yang diperlukan 
untuk pendaftaran obyek yang bersangkutan, pembuatan peta-peta 
pendaftaran daan surat ukurnya untuk penyimpanan dan penyajian data 
yuridisnyadalam buku tanah dan sertifikat serta tatacara dan pencatatan 





diterapkan dalam sistem publikasi positif (registration of titles). Oleh 
karena itu, sistem publikasi yang dianut bukan negatif dan bukan pula 
positif, melainkan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur-unsur 
positif.46 
Terdapat dua cara untuk memperoleh sertifikasi hak atas tanah, 
yakni sebagai berikut :47 
(1) Pendaftaran Tanah Sporadis 
Adalah kegiatan pendapatan tanah untuk Pertama kalinya yang di 
lakukan serentak yang meliputi semua Objek pendaftaran tanah 
yang belum di daftar dalam wilayah desa / kelurahan. Dalam hal ini, 
inisiatif pendaftaran tanah berasal dari pemilik tanah sebagai 
pemohon sertifikat yang bisa dilakukan secara perseorangan atau 
bersama-sama ataupun melalui orang yang diberikan kuasa 
sebagai pemohon, misalkan pemberian kuasa kepada pegawai 
PPAT. Keinginannya muncul dari pihak bersama-sama. 
 
(2)  Pendaftaran Tanah Sistematis  
Adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya 
mengenai satu atau beberapa objek secara individual massal. 
Dalam hal ini, inisiatif pendaftaran tanah berasal dari pemerintah 
yang mencakup satu atau sebagian wilayah desa/kelurahan. Untuk 
pendaftaran tanah pertama kalinya ini dilakukan oleh panitia 
ajudikasi, yakni panitia yang ditugaskan oleh BPN dan terdiri dari 
pihak kantor pertanahan dan aparat desa/kelurahan. Pihak-pihak 
tersebut bertugas melakukan penyertifikatan tanah-tanah penduduk 
yang belum memiliki sertifikat. Dalam hal ini pemerintah wajib 
mendaftarkan tanah (PP 24 Tahun 1997). 
 
 Pendaftaran tanah secara sistematik diutamakan, karena melalui 
cara ini akan dipercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah 
yang akan didaftar daripada melalui pendaftaran tanah secara sporadik. 
Tetapi, karena prakarsanya datang dari pemerintah, diperlukan waktu 
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untuk memenuhi dana, tenaga, dan peralatan yang dibutuhkan. Maka 
pelaksanaannya harus didasarkan pada suatu rencana kerja yang meliputi 
jangka waktu yang agak panjangdan rencana pelaksanaan tahunanyang 
berkelanjutan melalui uji kelayakan agar berjalan lancar. Disamping 
pendaftaran tanah secara sistematik, pendaftaran tanh secara sporadik 
juga akan ditingkatkan pelaksanaannya, karena dalam kenyataannya 
akan bertambah banyak permintaan untuk mendaftar secara indivisual 
dan massal yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, yang 
akan makin meningkat kegiatannya.48 
Adapun tujuan dari pendaftaran tanah tersebut, yaitu :49 
(1) Untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak 
atas tanah, suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-
hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan 
dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 
(2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah 
dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan 
perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan 
rumah susun yang terdaftar.  
(3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan dan 
untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan diberikan 
sertifikat  hak atas tanah. 
 
2. Asas-Asas Pendaftaran Tanah 
 Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, 
aman, terjangkau mutakhir dan terbuka sebagaimana tercantum dalam 
ketentuan Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah 
dan Penjelasannya. 
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Asas sederhana, dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar 
ketentuan-ketentuan pokok maupun prosedurnya mudah dipahami oleh 
pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas 
tanah. Asas aman, menunjukkan pendaftaran tanah perlu 
diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat 
memberikan jaminan kepastian hkum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu 
sendiri. Asas terjangkau, menunjuk pada keterjangkauan bagi pihak-pihak 
yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan 
kemampuan golongan ekonomi yang lemah. Pelayanan yang diberikan 
dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau 
oleh para piahak yang memerlukan. Asas mutakhir, menunjuk pada 
kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan 
berkesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia 
harus menunjukkan data yang mutakhir. Untuk itu, perlu diikuti kewajiban 
mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian 
hari. Asas terbuka, menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara 
terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di 
Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan 
masyarakat dapat memeperoleh keterangan mengenai data yang benar 
setiap saat.50 
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3. Syarat-syarat Permohonan Pendaftaran Tanah51 
 a. Permohonan, Pendaftaran tanah untuk  Pertama kali ( Konversi, 
Pengakuan, Penegasan Hak) 
1. Surat Permohonan 
2. Identitas Para Pihak (Fotocopy KTP) dengan menunjukkan 
aslinya. 
3. Bukti tertulis antara lain : 
a. Petuk D atau fotocopy C Desa yang dilegalisasi atau 
Girik/pipil. kekitir, dan atau  
b. Segel, atau Akta PPAT dan SSB 
c. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, SPPT 
tahun terakhir, dll. 
4. Bukti lain dengan disertai pernyataanyang bersangkutan dengan 
kesaksian dua (2) orang penduduk setempat. Apabila surat bukti 
tidak ada dilampiri dengan : 
4.a. Pernyataan pemohon bahwa telah menguasai secara fisik   
selama 20 tahun terus-menerus, dan Pernyataan batas 
tanah dan luas tanah bermaterai. 
4.b. Keterangan Kades/Lurah dengan saksi dua (2) orang 
penduduk setempat yang membenarkan penguasaan tanah 
tersebut. 
 
b. Penerbitan Sertifikat dari SK Pemberian Hak Atas Tanah  
1. Surat Permohonan  
2. Asli SK Pemberian Hak Atas Tanah 
3. Bukti Pelunasan Uang Pemasukan kepada Negara (jika 
dikenakan uang pemasukan)  
4. BPHTB walaupun nihil. 
5. Identitas Pemohon (fotocopy KTP yang mewakili dan fotocopy 
Akta pendirian untuk badan Hukum) denganmenunjukkan 
aslinya.  
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A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi 
Selatan, dengan fokus penelitian pada Kantor Pertanahan Kota Makassar 
dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep. Pertimbangan mengenai 
dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi 
tersebut, Penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat, dan 
memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang obyektif dan 
berkaitan dengan obyek penelitian, sesuai dengan tujuan penulisan skripsi 
yaitu untuk mengetahui bagaimana kesadaran dan ketaatan hukum 
masyarakat di bidang pertanahan. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
(1) Data Primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan 
penelitian ini. 
(2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan 
menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang 





 Sumber data penelitian ini adalah : 
(1) Penelitian pustaka (library research), yaitu membaca serta 
menelaah berbagai literatur seperti buku kepustakaan, koran, 
dan karya ilmiah yang relevan dan berkaitan langsung dengan 
obyek penelitian. 
(2) Penelitian lapangan (field research), diperoleh langsung dari 
lokasi penelitian setelah melakukan wawancara dan observasi 
dengan pihak-pihak serta objek yang terkait dengan 
permasalahan yang akan diteliti. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah : 
(1) Metode penelitian kepustakaan (library research), penelitian ini 
Penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji literatur yang 
relevan dan berhubungan langsung dengan obyek penelitian 
yang dijadikan landasan teoritis. 
(2) Metode penelitian lapangan (field research), dilakukan dengan 
metode wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka 
dalam bentuk tanya jawab ataupun memberi kuisioner terhadap 
narasumber atau pihak-pihak yang dianggap dapat 
memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan dalam 






D. Analisis Data 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Pemilihan metode ini karena 
penelitian yang dilakukan ingin mempelajari masalah-masalah dalam 
suatu masyarakat, juga hubungan antar fenomena, dan membuat 
gambaran mengenai situasi atau kejadian yang ada. 
Datanya kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif 
adalah data yang diperoleh merupakan gambaran dari suatu fakta yang 
terjadi, sehingga kesimpulan yang ditarik sesuai dengan kejadian yang 




















HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kantor Pertanahan Kota Makassar 
Keadaan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting, 
karena untuk mengetahui pengaruh terhadap sesuatu permasalahan 
maka terkadang sangat ditentukan oleh beberapa hal yakni geografis dan 
karakteristik masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pada sub bab ini 
diuraikan gambaran umum tentang wilayah Kantor Pertanahan Kota 
Makassar. 
Kantor Pertanahan Kota Makassar terletak di Jalan Andi Pangeran 
Pettarani Kota Makassar. Luas wilayah hukum Kantor Pertanahan Kota 
Makassar meliputi seluruh wilayah Kota Makassar yaitu 175,77 KM2 atau 
17.577 Ha yang terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan dengan 
batas-batas sebagai berikut : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep. 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros. 
Sumber Daya Manusia di dalam Kantor Pertanahan Kota Makassar 
terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang totalnya berjumlah 68 orang 
yang terbagi dalam beberapa golongan, yaitu : 





(2) Golongan III :  50 orang 
(3) Golongan II :  17 orang 
(4) Golongan I :    0 orang 
 
a. Berdasarkan Sub Bagian dan Seksi : 
 (1) Tata Usaha    :  13 orang 
 (2) Survei, Pengukuran, dan Pemetaan :  12 orang 
(3) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah :  29 orang 
(4) Pengaturan dan Pemetaan Tanah  :    3 orang 
(5) Pengendalian dan Pemberdayaan  :    6 orang 
(6) Sengketa, Konflik dan Perkara :    5 orang 
 
b. Tenaga Non PNS : 
 (1) Tenaga DI    :  24 orang 
(2) Honorer K1    :  28 orang 
(3) Honorer K2    :    6 orang 
(4) Magang      :  22 orang 
(5) Lain-Lain (Satpam, Supir,dan OB) :    8 orang 
(6) Geo KKP     :    5 orang 
   
c. Tenaga Bantuan (PNS) : 
  (1) Kabupaten Sidrap   :    1 orang 
  (2) Kabupaten Soppeng   :    1 orang 
  (3) Kabupaten Luwu Timur   :    1 orang 
  Total Sumber Daya Manusia berjumlah 164 orang 
 Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pertanahan mempunyai visi 
dan misi. Adapun visi dari Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah 
“Bersertifikatnya seluruh Bidang Tanah dalam Wilayah Kota Makassar 
Tahun 2020”. Berdasarkan visi tersebut, misi yang ingin dicapai oleh 
Kantor Pertanahan Kota Makassar yaitu : 
(1) Meningkatkan penyelesaian Sertifikat Hak Atas Tanah. 
(2) Meningkatkan Pemanfaatan, Penggunaan, Penguasaan dan 
Kepemilikan Tanah yang Efektif. 
(3) Memberikan Jaminan Kepastian Hukum dan Kepastian Hak 
Serta Perlindungan Hukum kepada Masyarakat dan Investor. 
(4) Mendukung Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka 





Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, 
Berwawasan Lingkungan, dan Paling Bersahabat. 
 
Kantor Pertanahan Kota Makassar juga mempunyai motto layanan 
yang terbagi atas Motto Pelayanan Pegawai “Satukan tekad tiada hari 
tanpa penyerahan sertifikat” dan Motto Pelayanan Masyarakat “Cepat, 
tepat, akurat, akuntabel, dan berkeadilan. Sedangkan janji layanan yang 
diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar yang berbunyi “Cepat. 
tepat, dan transparan”. 
 
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep 
 Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep terletak di Jalan Cendana 
Kabupaten Pangkep. Kabupaten Pangkep terdiri dari 13 kecamatan, 9 
kecamatan terletak di daratan dan 4 kecamatan di kepulauan. Jumlah 
desa/kelurahan sebanyak 102 kelurahan. Luas wilayah hukum Kantor 
Pertanahan Kabupaten Pangkep 1.112,20 KM2 atau 111.229 Ha dan 
berjarak 51 KM dari Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun 
batas-batas wilayah Kabupaten Pangkep yaitu : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru. 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros. 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Jawa, 
Madura, Nusa Tenggara dan Pulau Bali. 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone. 
Sumber Daya Manusia dalam ruang lingkup Kabupaten Pangkep 
yang berjumlah 26 orang yang terbagi atas : 
(1) Golongan IV  :    1 orang 
(2) Golongan III :  19 orang 





(4) Golongan I :    0 orang 
a. Berdasarkan Sub Bagian dan Seksi : 
 (1) Tata Usaha    :    6 orang 
 (2) Survei, Pengukuran, dan Pemetaan :    5 orang 
(3) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah :    7 orang 
(4) Pengaturan dan Pemetaan Tanah  :    2 orang 
(5) Pengendalian dan Pemberdayaan  :    3 orang 
(6) Sengketa, Konflik dan Perkara :    3 orang 
Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pangkep mempunyai motto, yaitu “layani dengan hati yang tulus dan 
ikhlas”. Selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep juga 
mempunyai visi dan misi. Adapun visi Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pangkep adalah “Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah untuk 
peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan melalui 
pensertifikatan hak atas tanah dalam wilayah Kabupaten Pangkep”,  
Sedangkan Misi yang diemban ialah : 
(1) Penguatan lembaga pertanahan dengan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat melalui pelayanan sesuai standar 
operasional pelayanan 
(2) Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih 
berkeadilan, dan bermatabat dalam kaitannya dengan 
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah 
(P4T). 
(3) Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang harmonis 
dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik, dan perkara 
pertanahan. 
(4) Peningkatan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas 
tanah terhadap tanah yang sudah bersertifikat demi 











B.  Tingkat Kesadaran dan Ketaatan Hukum Warga Mayarakat 
Dalam Bidang Pendaftaran Tanah. 
 
1.  Kota Makassar  
Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis tanggal 6 Mei 
2013 di Kantor Pertanahan Kota Makassar, selain melakukan wawancara, 
Penulis juga mengumpulkan data yang dianggap perlu. Di Kota Makassar, 
sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, dimana pergerakan 
ekonominya cukup tinggi,dan sebagai kota Metropolitan yang menuju kota 
dunia, antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya cukup tinggi. 
Hal ini dibenarkan pula oleh Bapak Andi Akbar selaku Kasi. 
Pengendaliaan dan Pemberdayaan Masyarakat, bahwa masyarakat Kota 
Makassar sudah banyak yang mendaftarkan tanahnya, hal ini dilakukan  
untuk mendapatkan Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) yang bertujuan untuk 
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak atas tanah. Selain itu, masyarakat pun sudah banyak tahu 
bahwa  baik dari media sosial, maupun media elektronik bahwa Setifikat 
Hak Atas tanah dapat menjadi jaminan di bank untuk mendapatkan 
jaminan kredit dalam rangka permodalan ataupun kebutuhan lain untuk 
mencapai peningkatan perekonomian. Berikut ini adalah tabel data fisik 












  Sumber : Kantor Pertanahan Kota Makassar  
 Pada tahun 2008, jumlah bidang Hak Milik yang telah terdaftar yaitu 
9855, jumlah bidang Hak Guna Bangunan yaitu 3220, Hak Pakai yaitu 38, 
Hak Pengelolaan yaitu 1, Wakaf sebanyak 4, dan Satuan Rumah Susun 0. 
Pada tahun 2009, jumlah bidang Hak Milik yang telah terdaftar yaitu 6658, 
jumlah bidang Hak Guna Bangunan yaitu 1643, Hak Pakai yaitu 18, Hak 
Pengelolaan yaitu 0, Wakaf sebanyak 1, dan Satuan Rumah Susun 0. 
Tahun 2010, jumlah bidang Hak Milik yang telah terdaftar yaitu 7938, 
jumlah bidang Hak Guna Bangunan yaitu 2619, Hak Pakai yaitu 36, Hak 
Pengelolaan yaitu 0, Wakaf sebanyak 4, dan Satuan Rumah Susun 0. 
Tahun 2011, jumlah bidang Hak Milik yang telah terdaftar yaitu 5796, 
jumlah bidang Hak Guna Bangunan yaitu 3377, Hak Pakai yaitu 64, Hak 
Pengelolaan yaitu 0, Wakaf sebanyak 0, dan Satuan Rumah Susun 0. 
Dan tahun 2012, jumlah bidang Hak Milik yang telah terdaftar yaitu 9334, 
jumlah bidang Hak Guna Bangunan yaitu 2639, Hak Pakai yaitu 55, Hak 
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Sumber : Kantor Pertanahan Kota Makassar 
Tahun 2008, luas tanah Hak Milik yang telah bersertifikat 964.924, 
Hak Guna Bangunan yaitu 530.639, Hak Pakai 56.657, Hak Pengelolaan 
157.517, Hak Milik Sarusun 0, dan Wakaf 1531. Tahun 2009, luas tanah 
Hak Milik yang telah bersertifikat 542.319, Hak Guna Bangunan yaitu 
691.703, Hak Pakai 169.557, Hak Pengelolaan 0, Hak Milik Sarusun 0, 
dan Wakaf 707. Tahun 2010, luas tanah Hak Milik yang telah bersertifikat 
603.174, Hak Guna Bangunan yaitu 485.263, Hak Pakai 718.386, Hak 
Pengelolaan 157.517, Hak Milik Sarusun 0, dan Wakaf 2619. Tahun 2011, 
luas tanah Hak Milik yang telah bersertifikat 482.216, Hak Guna 
Bangunan yaitu 418.445, Hak Pakai 142.362, Hak Pengelolaan 0, Hak 
Milik Sarusun 0, dan Wakaf 9237, dan tahun 2012 luas tanah Hak Milik 
yang telah bersertifikat 642.378, Hak Guna Bangunan yaitu 419.398, Hak 
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Tabel Perbandingan Luas Wilayah dan Jumlah Bidang 
JUMLAH BIDANG HAT 53917 
JULAH LUAS HAT (M2) 7171123 
JUMLAH LUAS WILAYAH (M2) 175.000.000 
Sumber : Kantor Pertanahan Kota Makassar 
Meski antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya cukup 
tinggi di Kota Makassar, Menurut Bapak Andi Akbar  ada beberapa faktor-
faktor yang menghambat peningkatan kesadaran dan ketaatan warga 
masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya. Misalnya, masih banyak 
masyarakat yang enggan untuk datang langsung ke Kantor Pertanahan 
Kota Makassar. Hal ini dikarenakan tidak seimbang antara jumlah 
penduduk dan kepadatan transportasi yang menimbulkan kemacetan, dan 
terbatasnya dana masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, contoh 
ketidaktaatan seperti masih ada masyarakat yang menggunakan jcalo-
calo yang tidak bertanggung jawab dan mengakibatkan munculnya biaya-
biaya sertifikat hak atas tanah yang mahal dan berbelit-belit.  Selain itu,  
terbatasnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam rangka 
pembangunan infrastruktur di bidang pelayanan pertanahan, termasuk 
program-program layanan sertifikasi terhadap masyarakat pemilik tanah 
juga dapat menghambat peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat 
untuk mendaftarkan tanah. 
 
2. Kabupaten Pangkep  
 
 Dalam penelitian Penulis di Di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pangkep pada Tanggal 7 Mei 2013, Penulis menemukan hasil yang 





hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada Bapak Mardiyanto 
kasubsi Pendaftaran Hak Tanah, beliau menyatakan bahwa kesadaran 
masyarakat akan pentingnya mendaftarkan tanah sudah cukup tinggi, 
akan tetapi hal tersebut belum tentu sama dengan ketaatan masyarakat di 
Kabupaten Pangkep untuk mendaftarkan tanahnya, hal ini dapat dilihat 
dari upaya kantor pertanahan Kabupaten Pangkep sekitar kurang lebih 85 
tahun agar seluruh masyarakat pemilik tanah mendaftarkan tanahnya 
untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah. Hal ini tentu saja tidak mudah 
bagi pihak kantor pertanahan setempat, mengingat bahwa Kabupaten 
Pangkep juga memiliki beberapa pulau-pulau kecil disekitarnya bahkan 
sampai ada yang mendekati Pulau Bali. Selain itu, beliau menyebutkan 
bahwa perilaku masyarakat setempat yang sangat sulit diatur dan 
berwatak keras, budaya turun temurun yang mereka anut bahwa tanah 
yang mereka garap atau kelola selama berpuluh-puluh tahun akan 
menjadi milik  mereka dan juga selama tanah tersebut mereka anggap 
aman, sudah cukup bagi masyarakat setempat. Seperti halnya kantor 
Pertanahan Kota Makassar, di Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep 
juga terkendala masalah minimnya anggaran dari pemerintah pusat untuk 
melakukan kegiatan peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat 
sekaligus menambah pengetahuan bagi masyarakat setempat. 
Berikut ini adalah tabel data fisik jumlah penerbitan Sertifikat Hak 
Atas Tanah (HAT) dari tahun 1960 hingga 2012 : 








 Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep 
Tahun 1960 s/d 2009 jumlah bidang Hak Milik yaitu 34,864. Tahun 
2010 yaitu 392, tahun 2011 sebanyak 763, dan tahun 2012 berjumlah 109. 
Hak Guna Bangunan tahun 1960 s/d 2009 ialah 468, tahun 2010 
berjumlah 1, tahun 2011 berjumlah 2, dan tahun 2012 berjumlah 0. Hak 
Pakai tahun 1960 s/d 2009 yaitu 595, tahun 2010 yaitu 24 dan tahun 2011 
dan 2012 yaitu 0, Wakaf tahun 1960 s/d 2009 yaitu 41, tahun 2010 hingga 
2012 sebanyak 0. Hak Pengelolaan, Hak Guna Usaha,dan Sarusun 
(satuan rumah susun) dari tahun 1960 hingga 2012 semuanya berjumlah 
0. Total keseluruhan jumlah bidang hak atas tanah yang telah terdaftar 
ialah 37.259 . Dari data tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa jumlah 
masyarakat yang telah mendaftarkan tanah masih rendah dalam kurun 
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 Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep 
Tahun 1960 s/d 2009 jumlah luas Hak Milik yaitu 286,059,404 m2. 
Tahun 2010 yaitu 601,992 m2, tahun 2011 sebanyak 1.800.774 m2 dan 
tahun 2012 berjumlah 210.612 m2, Hak Guna Bangunan tahun 1960 s/d 
2009 yaitu 61,295,877 m2 , tahun 2010 139.999 m2 , tahun 2011 154,094 
m2 ,tahun 2012 berjumlah 0. Hak Pakai tahun 1960 s/d 2009 yaitu 
6,267,805 m2. Tahun 2010 yaitu 124.793 m2, tahun 2011 dan 2012 
berjumlah 0. Wakaf tahun 1960 s/d 2009 28,067 m2, dan tahun 2010 
hingga 2012 berjumlah 0. Hak Pengelolaan, Hak Guna Usaha, dan 
Sarusun (satuan rumah susun) dari tahun 1960 hingga 2012 berjumlah 0. 
Total jumlah luas hak atas tanah ialah 356.703.417 m2. 
Tabel Perbandingan Luas Wilayah dan Jumlah Bidang 
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C. Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesadaraan dan 
Ketaatan Hukum Warga Masyarakat Dalam Bidang Pendaftaran 
Tanah. 
 
1. Kota Makassar 
Dapat dilihat dari hasil penelitian Penulis di Kota Makassar sudah 
banyak warga masyarakat yang mendaftarkan tanahnya, tetapi masih 
banyak pula kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Pemerintah 
setempat khususnya Kantor Pertanahan Kota Makassar, seperti yang 
telah disebutkan Penulis sebelumnya, salah satu faktor penyebabnya 
ialah padatnya Kantor Pertanahan oleh para pemohon yang ingin 
mendaftarkan tanahnya, namun proses untuk memperoleh sertifikat yang 
dinilai lambat dan berbelit-belit membuat sebagian masyarakat enggan 
untuk datang langsung mendaftarkan tanahnya. Sehingga hal tersebut  
menimbulkan banyak calo-calo yang tidak bertanggung jawab ikut turut 
serta dalam proses pendaftaran tanah.  
Oleh sebab itu, Kantor Pertanahan Kota Makassar 
menyelenggarakan beberapa program yang dinilai dapat meningkatkan 
kesadaran dan ketaatan hukum warga masyarakat dalam mendaftarkan 
tanahnya. Dewasa ini, Kantor Pertanahan Kota Makassar sedang 
mengadakan penyuluhan atau sosialisasi rutin baik secara langsung 
kepada masyarakat di tingkat kelurahan, melalui media elektronik dan 
media massa, membentuk POPMASDARTIBNA (Kelompok masyarakat 
Sadar Tertib Pertanahan) yang dibentuk per kelurahan yang mempunyai 





pemilik tanah baik berupa hak,maupun kewajibannya, dan perbaikan 
sistem layanan  SOPP (Standar Operasional Pelayanan Pertanahan) di 
kantor pertanahan, dengan membuat  sistem lokalisasi atau loket. Ada 
pula upaya pemerintah lainnya, yaitu dengan adanya layanan LARASITA, 
yaitu kantor bergerak yang melayani langsung masyarakat di kelurahan-
kelurahan yang telah dijadwalkan. Meningkatkan program layanan 
masyarakat dengan meningkatkan legalisasi aset yang dikenal dengan 
sertifikat petani, nelayan, Unit Kegiatan Masyarakat (UKM), masyarakat 
berpenghasilan rendah, PRONA, dan layanan koordinasi dengan 
pemerintah daerah yang disebut dengan PRODA. Selain melakukan 
pendekatan langsung ke masyarakat, pihak Kantor Pertanahan Kota 
Makassar juga melakukan peningkatan kualitas  Sumber Daya Manusia 
yang berkualitas bagi pegawai Kantor Pertanahan Kota Makassar, dan 
mengadakan pelatihan secara berkala baik menyangkut teknis maupun 
pengetahuan di bidang pertanahan. 
Dari kegiatan peningkatan kesadaran dan ketaatan warga 
masyarakat setempat, Kantor Pertanahan Kota Makassar mengadakan 
rapat evaluasi rutin setiap hari Senin untuk mendapatkan masukan-
masukan dari staf-staf terkait mengenai kendala-kendala dalam 
pelaksanaan SOPP (Standar Operasional Pelayanan Pertanahan). Selain 
itu, kegiatan pemantauan pelayanan masyarakat tersebut diatas 
mengadakan evaluasi rutin setiap 3 bulan yang dilakukan oleh Seksi 





kepuasan masyarakat, juga melakukan kontak langsung dengan 
mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat akan penerbitan sertifikat 
Hak Atas Tanah (HAT), selain itu layanan SOPP (Standar Operasional 
Pelayanan Pertanahan) juga membuka forum komunikasi melalui media 
elektronik dan media cetak. Kantor Pertanahan Kota Makassar juga 
melakukan study banding ke kantor-kantor Pertanahan di kota-kota lain 
yang umumnya memiliki keunggulan teknologi yang lebih canggih. 
2. Kabupaten Pangkep 
 Seperti halnya Kantor Pertanahan Kota Makassar, di Kantor 
Pertanahan Kabupaten juga memiliki langkah-langkah yang dilakukan 
untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat dalam 
bidang pendaftaran tanah. Secara garis besar, upaya yang dilakukan yaitu 
Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Upaya Pendekatan Langsung 
ke Masyarakat. 
 a. Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan 
 (1) Mengubah Pola Pikir (Main Set) 
Memberikan pemahaman kepada karyawan/karayawati bahwa 
tugas kantor pertanahan Kabupaten Pangkep ialah 
memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara 
langsung maupun tidak langsung, sehingga tercipta pelayanan 
yang baik. 






 Untuk meningkatkan mutu pelayanan pertanahan dalam rangka 
pencegahan dan pemberantasan korupsi telah di bentuk tim 
penanganan laporan yang dimaksud 
(3) Penunjukan Petugas Loket  
 Petugas loket yang ditunjuk telah dilengkapi kemampuan yang 
dapat memeriksa seluruh berkas yang masuk (meminimalisir 
berkas masuk yang tidak dapat di proses). 
(4) Pengadaan Ruang Mediasi 
 Masyarakat dapat langsung berinteraksi untuk konsultasi 
tentang pertanahan di ruang konsultasi yang telah disediakan. 
(5)Masyarakat dapat melihat langsung informasi atas permohonan 
yang telah selesai terhadap pelayanan pertanahan dan 
memonitoring kemajuan berkas melalui sistem KKP.  
 b. Upaya Pendekatan Langsung Ke Masyarakat 
 (1) Melalui LARASITA 
Memberikan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat 
secara rutin dan merata, termasuk lokasi yang jauh dari ibukota 
Kabupaten Pangkep. 
(2)Melalui Kegiatan Proyek (PRONA, UKM, Nelayan, dan    
Redtribusi Tanah) 
 Pendaftaran pertama kali yang dibiayai oleh dana APBN di 





Selain melalukan upaya-upaya peningkatan terhadap masyarakat, 
Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep juga mengadakan rapat yang 
rutin dilaksanakan setiap hari Senin, ada juga rapat tahunan yang 
diadakan di Kantor wilayah untuk melaporkan hasil kegiatan. Selain itu, 
Kantor Pertanahan juga melakukan pertemuan dengan PPAT setempat 
dan serta mengadakan pembinaan kepada pihak  pemerintah setempat 
yang turut serta terlibat dalam kegiatan proses pendaftaran tanah. 
Dari beberapa faktor penghambat dan upaya yang dilakukan baik 
pihak Kantor Pertanahan Kota Makassar maupun Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pangkep, dalam pelaksanaannya tentu saja kedua pihak 
Kantor Pertanahan tersebut  tidak mengabaikan sistem hukum serta kultur 
budaya masyarakat setempat. Sistem hukum merupakan suatu 
keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian atau sub-sub sistem, antar 
bagian yang satu dan yang lainnya saling ketergantungan dan tidak 
tumpang tindih. Dalam teori sistem hukum yang dikemukakan  oleh 
Lawrence M Friedman yaitu:52 
(1) Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada  
beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan 
para polisinya, kejaksaaan dengan para jaksannya, pengadilan 
dengan para hakimnya, dan lain-lain. 
(2) Subtansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan 
asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis 
termasuk peraturan pengadilan. 
(3) Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan 
(keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan 
cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari  
warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena 
yang berkaitan dengan hukum. 
                                                           





 Ketiga teori sistem hukum diatas, dianut pula oleh Badan 
Pertahanan Nasional. Tugas Badan Pertahanan Nasional bersifat sentral, 
Badan Pertahanan Nasional dalam melaksanakan tugas harus 
memperhatikan hal-hal dari segi hukum, budaya atau kultur, ekonomi, 
keamanan, dan politik. Badan Pertahanan Nasional sangat riskan dengan 
kondisi sosial masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan tugas harus 
menganut asas ketelitian dan kehati-hatian. Demikian dalam hal 
sosialisasi, pihak Badan Pertahanan Nasional harus menyampaikan hal-
hal yang bersifat hati-hati, menyesuaikan dengan wilayah setempat, 
khususnya menyangkut tentang status tanah. Selain itu, tujuan 
pendaftaran tanah bukan sekedar menerbitkan bukti pendaftaran tanah. 
Pendaftaran tanah itu sendiri bertujuan untuk memberikan kepastian 
hukum kepada pemegang haknya. Dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan asas dan tujuan pendaftaran 
tanah, yaitu sebagai berikut : 
 Pasal 3 : 
 Pendaftaran tanah bertujuan : 
  a. Untuk memeberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah 
susun (sarusun) dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan 
mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak 
yang bersangkutan. 
 b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah 
dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan 
perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk 







 Pasal 4 : 
 1. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada 
pemegang hak yang bersangkutam diberikan sertifikat hak atas 
tanah. 
 2. Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan yuridis dari bidang tanah 
dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk 
umum. 
 3. Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah 
susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak 
atas bidang tanah dan hak milik satuan rumah susun wajib 
didaftar. 
 
 Penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat di 2 
tempat berbeda, yaitu Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep. 
Hasil kuisioner terkait respon masyarakat di Kota Makasar  
NO PERTANYAAN JAWABAN TOTAL 
1 Apakah anda mengetahui program 
pemerintah mengenai pendaftaran 
tanah ? 
Ya : 93 100 
 Tidak tahu : 7 
   
Berdasarkan hasil kuisioner tersebut di atas, Penulis mendapatkan 
hasil seperti tabel di atas dalam pertanyaan pertama dari 100 responden,  
bahwa 93 responden mengetahui bahwa ada program pemerintah untuk 
mendaftarkan tanah dan 7 responden menjawab tidak tahu. 
NO PERTANYAAN JAWABAN TOTAL 
2 Apakah anda sudah 
mendaftarkan tanah ? 
Ya : 97 100 






Dari pertanyaan kedua, apakah anda sudah mendaftarkan tanah, 
yakni terlihat bahwa 97 responden menjawab ya dan 3 responden 
menjawab belum.  
NO PERTANYAAN JAWABAN TOTAL 
3 Apakah anda percaya bahwa 
dengan mendaftarkan tanah di 
Kantor Pertanahan, anda akan 
mendapat kepastian hukum 
mengenai hak atas tanah anda 
? 
Ya : 60 100 
Tidak, karena : 
  Banyak terjadi kasus 
sertifikat ganda pada 
tanah yang sama : 25 
 
  Proses yang lama dalam 
mendapatkan sertifikat 
menambah 
ketidakpastian :  15 
 
 
Pertanyaan ketiga, apakah anda percaya bahwa dengan 
mendaftarkan tanah di Kantor Pertanahan, anda akan mendapat 
kepastian hukum mengenai hak atas tanah anda, 60 responden 
menjawab ya, 25 menjawab tidak, karena banyaknya kasus sertifikat 
ganda pada tanah yang sama, dan 15  responden menjawab proses yang 
lama menambah ketidakpastian.  
NO PERTANYAAN JAWABAN TOTAL 
4 Menurut anda, apakah 
Kantor Pertanahan setempat 
sudah memberikan 
pelayanan yang memuaskan 
? 
Ya : 40 100 
Tidak, karena : 
Kurangnya sosialisasi 
pihak Kantor Pertanahan : 
10 
Prosesnya rumit dan 
berbelit-belit : 20 







Selanjutnya di pertanyaan keempat,  Apakah anda percaya bahwa 
dengan mendaftarkan tanah di Kantor Pertanahan, anda akan mendapat 
kepastian hukum mengenai hak atas tanah anda, 40 responden 
menjawab ya,  10 responden menjawab tidak dengan alasan kurangnya 
sosialisasi dari pihak BPN, 20 responden menjawab lainnya menjawab 
proses yang rumit dan berbelit-belit, dan sisanya 30 responden menjawab 
proses yang terlalu lama. 
NO PERTANYAAN JAWABAN TOTAL 
5 Menurut anda, apakah 
proses biaya pendaftaran 
tanah mahal ? 
Ya : 75 100 
Tidak : 25 
Data primer : Makassar, 07 Mei 2013 
 Dan pertanyaan terakhir yang kelima, apakah biaya proses 
pendaftaran tanah mahal, 75 responden menjawab ya dan 25 responden 
menjawab tidak. 
Menanggapi hasil kuisioner tersebut, Penulis berpendapat bahwa 
masyarakat di Kota Makassar sudah banyak yang mengetahui tentang 
program pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan 
Nasional, namun belum semua masyarakat mendaftarkan tanahnya. 
Selain itu,  masih ada sebagian kecil masyarakat  yang berpendapat 
masih ragu dengan kinerja Kantor Pertanahan Kota Makassar, karena 
proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan yang berbelit-belit masih 
melekat dan dirasakan oleh masyarakat.  Masyarakat di Kota Makassar 
umumnya mengeluhkan tentang kasus sertifikat ganda yang banyaknya 





menjadi keluhan oleh sebagian masyarakat, terutama oleh masyarakat 
yang penghasilan ekonominya menengah kebawah.  
Penulis menyarankan sebaiknya Badan Pertanahan Nasional lebih 
meningkatkan sosialisasi ke masyarakat dengan menggunakan bahasa 
yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. selain itu, sebaiknya 
Kantor Pertanahan di Kota Makassar lebih meningkatkan mutu kualitas 
pelayanan kepada masyarakat, misalnya dalam hal teknologi yang dapat 
mempermudah melayani kebutuhan masyarakat. Selanjutnya dalam 
menyangkut biaya-biaya yang dirasakan mahal bagi masyarakat, 
seharusnya rakyat kecil yang kurang mampu dibebaskan dari segala 
biaya-biaya tersebut sesuai dengan Pasal 19 ayat 4 UUPA 1960 tentang 
Pendaftaran Tanah. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi masyarakat 
yang mengeluhkan tentang mahalnya biaya proses pendaftaran tanah dan 
meningkatkan kesadaran dan ketaatan  dalam pendaftaran tanah.  
Hasil kuisioner terkait respon masyarakat di Kabupaten Pangkep 
 
Berdasarkan hasil kuisioner di atas, pertanyaan pertama dari 100 
responden,  bahwa hanya 65  responden mengetahui bahwa ada program 
pemerintah untuk mendaftarkan tanah dan 35 responden menjawab tidak. 
Pada hasil diatas, banyak yang mengetahui program pendaftaran tersebut 
NO PERTANYAAN JAWABAN TOTAL 
1 Apakah anda mengetahui 
program pemerintah mengenai 











dari media sosial setempat seperti radio, televisi maupun sosialisasi dari 
pemerintah setempat. 
NO PERTANYAAN JAWABAN TOTAL 
2 Apakah anda sudah 
mendaftarkan tanah ? 
Ya : 52 100 
  Belum : 48  
 
Dari pertanyaan kedua, apakah anda sudah mendaftarkan tanah, 
yakni terlihat bahwa 52 responden menjawab ya dan 48 responden 
menjawab tidak. Penulis berpendapat, bahwa sudah cukup banyak 
masyarakat di Kabupaten Pangkep yang sudah mendaftarkan tanahnya. 
NO PERTANYAAN JAWABAN TOTAL 
 
3 
Apakah anda percaya bahwa 
dengan mendaftarkan tanah di 
Kantor Pertanahan setempat 
anda akan mendapatkan 
kepastian hukum mengenai 
hak atas tanah anda ? 
Ya : 25 100 
Tidak, karena :  
Banyak terjadi kasus 
sertifikat ganda : 15 
  Proses yang lama 
dalam memperoleh 
sertifikat menambah 
ketidakpastian : 30 
 
 
Hanya sekedar tidak 
percaya saja dengan 
kinerja kantor 
pertanahan setempat : 
30 
 
Pertanyaan ketiga, apakah anda percaya bahwa dengan 
mendaftarkan tanah di Kantor Pertanahan, anda akan mendapat 
kepastian hukum mengenai hak atas tanah anda, 25 responden 





banyaknya kasus sertifikat ganda pada tanah yang sama, 30 responden 
menjawab proses yang lama menambah ketidakpastian, dan 30 lainnya 
menjawab hanya sekedar tidak adanya kepercayaan lagi terhadap kinerja 
pemerintah, khususnya dalam hal ini kantor pertanahan setempat. Dapat 
dilihat dari tabel diatas, pada umumnya masyarakat masih banyak yang 
mengeluhkan kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep, jawaban 
yang paling sering dikeluhkan ialah proses yang lama dalam 
mendapatkan sertifikat dan ketidakpercayaan masyarakat pada 
pemerintah, dalam hal ini khusus Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep. 
NO PERTANYAAN JAWABAN TOTAL 
4 Menurut anda, apakah kantor 
pertanahan setempat sudah 
memberikan pelayanan yang 
memuaskan ? 
Ya : 40 100 
Belum, karena : 
  Kurangnya 
sosialisasi pihak 
BPN ke 
masyarakat : 10 
 
  Proses  yang 
masih rumit dan 
berbelit-belit : 20 
 
  Proses yang 
terlalu lama : 30 
 
 
Selanjutnya di pertanyaan keempat,  Apakah anda percaya bahwa 
dengan mendaftarkan tanah di Kantor Pertanahan, anda akan mendapat 
kepastian hukum mengenai hak atas tanah anda, 40 responden 
menjawab ya,  10 responden menjawab tidak dengan alasan kurangnya 
sosialisasi dari pihak BPN, 20 responden menjawab lainnya menjawab 





proses yang terlalu lama. Dari pertanyaan keempat, masyarakat setempat 
pada umumnya masih mengeluhkan kinerja kantor pertanahan yang dinilai 
lama,rumit, dan berbelit-belit. 
NO PERTANYAAN JAWABAN TOTAL 
5 Menurut anda, apakah biaya 
proses pendaftaran tanah 
mahal ? 
Ya : 70 100 
Tidak : 30 
Data primer : Pangkep, 13 Mei 2013 
 Dan pertanyaan terakhir yang kelima, apakah biaya proses 
pendaftaran tanah mahal, 70 responden menjawab ya dan 30 responden 
menjawab tidak. Meski kesadaran untuk mendaftarkan tanah sudah cukup 
tinggi, tetapi masyarakat setempat masih banyak yang mengeluhkan 
mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan tanahnya yang 
pada umumnya bertaraf ekonomi menengah kebawah. 
Menanggapi hasil kuisioner di atas, Penulis berpendapat bahwa 
masyarakat di Kabupaten Pangkep sudah mulai banyak  yang mengetahui 
tentang program Pemerintah mengenai  pendaftaran tanah, namun jumlah 
masyarakat yang telah mendaftarkan tanahnya masih tergolong sedikit, 
bahkan bisa disebut kurang. Selain itu, masyarakat masih merasa bahwa 
kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep dinilai lamban sehingga 
masyarakat setempat banyak yang meragukan fungsi dan tujuan untuk 
mendaftarkan tanahnya. perilaku dan budaya masyarakat setempat juga 
masih mempengaruhi lambannya peningkatan kesadaran dan ketaatan 





umumnya terjadi pada para petani yang sudah tua ataupun orang-orang 
awam yang masih kurang mengerti tentang pertanahan. Layaknya di Kota 
Makassar, masyarakat di Kabupaten Pangkep juga banyak yang 
mengeluh mahalnya biaya proses pendaftaran tanah. 
 Penulis menyarankan sebaiknya Badan Pertanahan Nasional 
umumnya di Kantor Pertanahan Kabupaten  Pangkep agar lebih 
meningkatkan sosialisasi penyuluhan pentingnya pendaftaran tanah ke 
masyarakat, umumnya kepada petani yang masih banyak menganggap 
bahwa hanya dengan menggarap sebidang tanah untuk pertanian dan 
perkebunan selama berpuluh-puluh tahun saja sudah bisa dianggap aman 
karena menjadi miliknya sendiri, padahal seharusnya tanah tersebut tetap 
harus didaftarkan demi kepentingan bersama dan menghindari sengketa 
tanah di hari kemudian. Selain itu, Penulis juga menyarankan agar Kantor 
Pertanahan Kabupaten  Pangkep  lebih meningkatkan mutu kualitas 















Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan di 
atas, maka disimpulkan sebagai berikut : 
1. Masyarakat di Kota Makassar sudah banyak yang mengetahui 
bahwa mendaftarkan tanah itu penting, sehingga tingkat 
kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk mendaftarkan 
tanahnya terbilang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan masyarakat 
yang tinggal di Kota Makasssar yang mempunyai sebidang tanah 
atau lebih, sudah banyak yang mengetahui bahwa sertifikat atas 
Hak Atas Tanah dapat dijadikan permodalan untuk jaminan di 
perbankan untuk memperoleh kredit, selain itu  dari sertifikat 
tersebut masyarakat bisa meningkatkan taraf ekonomi baik untuk 
diri sendiri maupun untuk keluarga karena sertifikat tersebut 
dapat diperjual-belikan kembali. 
2. Meskipun masyarakat di Kabupaten Pangkep sudah banyak 
yang mengetahui tentang pendaftaran tanah, bukan berarti hal 
tersebut dapat membangkitkan antusiasme masyarakat untuk 
mendaftarkan tanah. Masyarakat awam baik yang berpofesi 
sebagai petani ataupun bukan, rupanya masih enggan untuk 
mendaftarkan tanah. Salah satu faktor kuat yang melekat karena 





mengikuti kultur budaya orang-orang dulu, bahwa dengan 
merasa aman saja mereka dapat memiliki dan menguasai tanah 
tersebut, selain itu tipe masyarakat setempat yang keras kepala 
dan sulit diatur juga menjadi salah satu faktor penghambat 
lajunya tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat untuk 
mendaftarkan tanah. 
 Penulis menarik kesimpulan bahwa tingkat kesadaran dan ketaatan 
hukum warga mayarakat dalam pendaftaran tanah di Kota Makassar 
cukup tinggi, sedangkan di Kabupaten Pangkep masih rendah. 
B. Saran 
1. Perlunya meningkatkan kegiatan penyuluhan sosialisasi 
pentingnya mendaftarkan tanah baik di Kota Makassar maupun 
di Kabupaten Pangkep, terutama di daerah pelosok-pelosok 
permukiman warga agar tingkat kesadaran dan ketaatan hukum 
warga masyarakat untuk mendaftarkan tanah merata di segala 
penjuru wilayah. Selain itu, pemerintah sebaiknya menyiapkan 
dana anggaran yang cukup besar bagi Badan Pertanahan 
Nasional, untuk mengurangi biaya-biaya pendaftaran tanah yang 
ditanggung oleh masyarakat, sehingga masyarakat yang kurang 
mampu pun juga dapat mendaftarkan tanah tanpa terkendala 
masalah biaya.  
2. Memperketat kinerja Pegawai di Kantor Pertanahan dan 





menghindari adanya calo-calo yang tidak bertanggung jawab, 
serta menghindari berkembangnya mafia tanah yang dapat 
merugikan semua pihak dan meningkatkan mutu kualitas 
pelayanan di Kantor Pertanahan, salah satunya dengan 
menggunakan teknologi yang canggih untuk dapat 
mempermudah memberi informasi dan melayani masyarakat 
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